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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan pajak dan 
untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli 
Daerah kota Palembang. Penelitian ini adalah  penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, data, dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini 
adalah menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang 
telah mendukung dalam pengendalian intern, sedangkan untuk realisasi pajak restoran telah menunjukan 
hasil yang efektif dan telah mencapai target, rata-rata tingkat realisasi penerimaan pajak restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah kota Palembang tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 110,18%. Kontribusi pajak 
restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 11,35%. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pajak tersebut cukup 
tinggi, namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang. Untuk itu 
diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali potensi yang cukup besar pada pajak 
restoran dan melalui intensifikasi dan ektensifikasi. 
 
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Realisasi Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Restoran, Pendapatan 
Asli Daerah. 
 
Abstract 
This study aims to analyze the implementation of the internal control system of tax management and to find 
out how the restaurant tax contributes in increasing the potential of Local Revenue in Palembang. This study 
is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection uses documentation, data, and interview 
methods. The results of this study are to conclude that the system used in the Regional Tax Management 
Agency of the city of Palembang has supported internal control, while the realization of restaurant tax has 
shown effective results and has reached the target, the average rate of realization of restaurant tax on 
Regional Original Revenue the city of Palembang in 2013-2017 averaged 110.18%. Restaurant tax 
contribution to the Palembang City Original Revenue in 2013-2017 was 11.35% on average. The conclusions 
obtained from this study indicate that the level of tax realization is quite high, but the contribution of 
restaurant tax to Regional Original Income is still lacking. For this reason, the role of the government and 
related parties is needed to explore the considerable potential in restaurant taxes and through intensification 
and extensification. 
                               
Keywords: Internal Control System, Realization of Restaurant Taxes, Restaurant Tax Contributions, 
Regional Original Income. 
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1. Pendahuluan 
 
       Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki kebijakan untuk memajukan negara 
dengan pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat disetiap daerahnya 
agar mencapai otonomi yang lebih baik dan supaya negara lebih maju. Maka itu setiap daerah 
pasti berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar daerahnya dapat 
mengikuti perkembangan zaman dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 
pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan 
adanya daerah otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada tiap daerah untuk 
dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan 
pendapat asli daerah maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup 
memadai untuk kemajuan daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari 
pajak dan bantuan(subsidi) dari pemerintah pusat.  
 
Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan dana 
yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pajak pendapatan 
pemerintahan daerah di kota Palembang yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak bea hak atas tanah dan bangunan, 
pajak air tanah, dan pajak galian C yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 
 
Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah 
belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan keadaan yang 
sesungguhnya, serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur 
petugas pajak di Kota Palembang mempunyai tugas yang berat untuk meningkatkan 
penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran guna pembayaran kegiatannya. 
Tabel 1.1 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2017 
 
Tahun Target Realisasi % 
2013 Rp    322,113,406,602 Rp         357,230,028,259 110.90 
2014 Rp    395,888,500,000 Rp         463,574,599,151 117.10 
2015 Rp    478,025,367,500 Rp         479,112,899,223 100.23 
2016 Rp    526,867,498,866 Rp         536,552,681,049 101.84 
2017 Rp    638,549,551,000 Rp         680,012,752,910 106.49 
 
    Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  
Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat penerimaan pajak daerah yang diterima Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dari 
target yang ditetapkan dan realisasi yang didapat selalu melampaui target yang seharusnya. 
 
Menurut Yunita (2014), meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan 
pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota 
Palembang, mengatakan bahwa Untuk perhitungan tingkat efektivitas tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013 sangat efektivitas, sedangkan untuk perhitungan kontribusi penerimaan 
pajak restoran pada tahun 2011 adalah sebesar 11,69% dengan kriteria kurang berkontribusi, 
tahun 2012 adalah 9,48% dengan kriteria tidak berkontribusi, dan tahun 2013 sebesar 
10,05% dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.  
 
Berdasarkan penjelasan pada permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini bisa 
mendeskripsikan akar masalah penyebab mengapa pajak restoran tidak mencapai target. 
Mengapa kontribusi pajak restoran tidak meningkatkan pendapatan asli daerah. 
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2. Landasan Teori 
 
2.1.1 Teori Bakti 
Menurut Erly Suandy (2005) terdapat beberapa grand teori yang  digunakan dalam 
dasar pengenaan pajak, diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, 
teori daya beli, teori bakti. Dari teori-teori tersebut, teori yang mendukung variabel 
penelitian adalah teori bakti. Karena teori bakti ini menjelaskan bahwa teori bakti ini 
mengutamakan kepentingan Negara yang merupakan satu kesatuan dari individu dimana 
setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas 
warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. 
Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menginsafinya sebagai kewajiban 
asli untuk membuktikan tanda buktinya kepada negara. 
Teori ini mengajarkan bahwa Negara mempunyai kepentingan untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui Pajak restoran yang dipungut oleh Badan 
Pengelolaan Pajak Daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah 
seperti membangun infrastruktur, membangun jembatan, dan memperbaiki jalan serta 
membiayai urusan rumah tangga daerah kota Palembang. 
2.1.2 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) 
 Teori ini dikembangkan oleh Azen dan Madden (1986) yang merupakan 
pengembangan dari teori perilaku terencana Theory of Reasoned Action (TRA). Teori 
perilaku terencana ini menekankan pada niat perilaku sebagai akibat atau hasil kombinasi 
beberapa kepercayaan. Niat merupakan konsepsi dari tindakan terencana dalam 
mencapai tujuan berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk 
berperilaku, yaitu: 
1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atas hasil tersebut. 
2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi 
untuk memenuhi harapan tersebut. 
3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 
atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa 
kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived 
power). 
  Theory of Planned Behaviour dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku 
yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. Teori ini didasarkan pada asumsi 
bahwa manusia adalah mahluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi 
yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan 
mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-
perilaku tertentu. Berikut penambahan variabel kontrol terhadap TRA dan TPB dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
  
 
 
  
 
 
 
Gambar 1.1 
Model Teori Perilaku yang Direncanakan 
 
Sikap (Attitude) 
Kontrol perilaku 
persepsian (Perceived 
Behaviour Control) 
Niat Perilaku 
(Behavioral Intention) 
 
Norma Subyektif 
(Subjective Norm) 
Perilaku 
 (Behavioral) 
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Hubungan dalam penelitian ini dengan teori perilaku terencana (Theory of 
Planned Behaviour) adalah relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
2.3 Pengertian Pengendalian Intern  
Adapun pengertian pengendalian intern menurut para ahli, yaitu: 
a. Mulyadi (2013), pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi yaitu meliputi 
struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
b. Ardiyos (2012), pengendalian intern adalah suatu sistem yang disusun sedemikian 
rupa sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian yang 
lainnya. Pengendalian intern adalah suatu pengujian kebenaran yang dilakukan 
dengan mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh 
petugas yang berbeda. 
c. Romney dan Steinbart (2009), menurut mereka pengendalian intern adalah rencana 
organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan 
informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya 
organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
d. Committee of Sponsoring Organization (COSO), menurutnya pengendalian intern 
adalah sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, 
manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan 
jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektivitas 
dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dapat tercapai.  
e. Hery (2013), Menurut Hery, pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan 
prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan 
penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, 
serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang 
serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh 
seluruh karyawan perusahaan. 
2.3.1 Tujuan Pengendalian Intern 
     Tujuan pengendalian intern yaitu untuk menjamin manajemen perusahaan atau 
organisasi agar tujuan yang ditetapkan akan dapat dicapai, laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipercaya, serta kegiatan yang dilakukan sejalan dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku. 
 
2.3.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 
  Adapun unsur-unsur yang menjadi sistem pengendalian intern yaitu: 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang 
cukup terhadap aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 
2.4 Pengertian Kontribusi dan Pajak Restoran 
2.4.1 Pengertian Kontribusi  
     Menurut Graham Mott (1996), kontribusi mempunyai arti khusus dalam akuntansi 
dan dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. 
     Definisi ini dapat diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa. 
Kontribusi adalah laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada 
diantara laba kotor dan laba bersih pada kebanyakan perusahaan. Adapun rumus yang 
digunakan untuk mengukur kontribusi pajak yaitu: 
 
 
 
 
 
Kontribusi pajak restoran = 
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    Selanjutnya hasil dari perhitungan rumus diatas, maka akan dikelompokkan ke dalam 
kategori kontribusi. Berikut adalah tabel kriteria kontribusi. 
Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi 
 
Persentase Kriteria 
0,00% - 10% 
10,10% - 20% 
20,10% - 30% 
30,10% - 40% 
40,10% - 50% 
Diatas 50% 
Sangat Kurang 
Kurang 
Sedang 
Cukup Baik 
Baik 
Sangat Baik 
 
2.4.2 Pajak Restoran 
     Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan termasuk 
cathering. 
     Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak 
restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran 
merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran restoran 
dengan pembayaran oleh pribadi atau badan. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada 
pada seluruh kabupaten / kota  yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan 
atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten / kota. 
     Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten / kota, pemerintah 
daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran. 
Peraturan ini akan menjadi landasan hukum tradisional dalam teknis pelaksanaan 
pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah atau kabupaten atau kota yang 
bersangkutan. 
2.4.3 Objek Pajak Restoran 
       Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 ayat 1 dan pasal 2 mengenai 
objek pajak restoran, adalah semua pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran dengan pembayarannya. Objek pajak restoran meliputi : Restoran, Rumah 
makan, Bar, Cafe, Bakery, Pujasera. 
Objek pajak restoran dikecualikan terhadap beberapa objek berikut: 
1. Pelayanan usaha jasa boga atau cathering, 
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak 
melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan daerah yaitu peredaran 1 (satu) 
tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah). 
2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 
     Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas pelayanan restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah 
konsumen yang menikmatin dan membayar pelayanan yang diberikan pengusaha 
restoran. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran , yaitu 
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan melakukan pemungutan dan 
pemotongan pajak terhadap subjek pajak.  
    Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah 
makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancingan dan atau usaha 
lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Pengusaha 
sebagai penanggung pajak restoran bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak 
yang seharusnya terhutang. 
 
2.4.5 Dasar Pengenaan,Tarif Pajak, dan Cara perhitungan Pajak Restoran 
     Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran 
termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki 
lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya 
atau disantap tempat lain. Yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan 
memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang. 
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      Dasar pengenaan pajak restoran ini menurut Peraturan Daerah No 26 tahun 2003 
tentang pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada 
wajib pajak untuk harga jumlah baik jumlah uang yang dibayarkan maupun jumlah 
penggantian yang seharusnya diminta pengganti yang seharusnya diminta wajib pajak 
sebagai penukaran atau pemakaian jasa makanan dan minuman dan fasilitas penunjang 
termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan 
usaha restoran. 
     Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan 
pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten / kota untuk 
menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi daerag masing-masing. 
Besarnya pajak restoran terutang dihitung dengan cara mengkaliakn tarif pajak dengan  
dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan 
rumusan berikut. Cara perhitungan pajak restoran:  
 
 
 
2.4.6 Penetapan  dan Sanksi Pajak Restoran  
     Menurut Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2003 setiap pengusaha restoran (yang 
menjadi Wajib Pajak) wajib  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak restoran yang terhutang dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini menunjukan sistem pemungutan 
pajak restoran pada dasarnya merupakan “system self Assessment”, yaitu wajib pajak 
diberikan kepercayaan penuh untuk mengetahui, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terhutang.  
     Sanksi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak restoran, yaitu berupa sanksi 
administrasi, yaitu: 
a. Setiap wajib pajak yang tidak mau kurang membayar pajak restoran yang terutang 
setelah lewat dari waktu 30 hari sejak diterima SKPD akan dikenakan saknsi 
administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan. Denda berupa bunga ini ditagih 
dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
b. Setiap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%  setiap bulan dari 
pajak yang tidak, kurang, atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 
24 bulan terhitung sejak saat terutang pajak apabila melakukan pelanggaran: Tidak 
atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain. 
Tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur 
secara tertulis. 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
    Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu metode penelitian deskriptif, dan analisa data 
kualitatif yaitu suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan dan 
memberikan uraian tentang sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan dengan teori yang 
dipelajari dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan.  Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode lapangan, dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke 
objek penelitian yang telah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati langsung masalah-
masalah yang akan diteliti. Dari metode yang digunakan maka akan diperoleh gambaran yang 
jelas mengenai implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan pajak dan kontribusi pajak 
restoran dalam meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kota Palembang. 
     Objek penelitian adalah implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan pajak dan 
kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan potensi PAD kota Palembang. Subjek penelitian 
ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang terletak di jalan Merdeka No. 
21 Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan.  
      
 
 
 
Pajak restoran terhutang =Penghasilan bruto dalam 1 bulan X Tarif pajak 
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     Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan 
secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang analisis implementasi sistem pengendalian 
intern pengelolaan pajak dan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan potensi PAD kota 
Palembang, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling 
sesuai dan tepat sehingga untuk memperoleh data secara jelas, akurat,  dan terpercaya adalah: 
1. Perwakilan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 
2. Akademisi / Praktisi, 
3. Wajib Pajak / Pengusaha restoran.   
     Jenis data yang digunakan  berupa Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari respon penelitian, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta 
catatan lapangan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang ditelit, yaitu mengenai 
implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan pajak dan kontribusi pajak restoran 
dalam meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kota Palembang. Pada penelitian ini 
sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis berupa catatan, dokumen, dan 
rincian data penerimaan pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang, profil 
Badan Pengelolaan Pajak Daerah, visi dan misi, Undang-undang Pajak daerah, dan peraturan 
Daerah kota Palembang. 
     Pada penelitian ini teknik pengumpulan data data yang digunakan adalah teknik wawancara, 
dokumnetasi, dan observasi.  
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil wawancara yang diperoleh terkait Sistem Pengendalian intern pajak dan kontribusi 
pajak restoran dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah kota Palembang. Data yang 
diuraikan berdasarkan hasil dari infroman yang diwawancarai dilokasi dan tempat yang berbeda 
yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang diperoleh. Berikut hasil penelitian yang 
diperoleh: 
 
4.1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan 
Pajak Daerah Kota Palembang  
Implementasi Sistem pengendalian pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 
Palembang adalah sebagai berikut: 
1. Informasi dan komunikasi 
     Informasi dalam hal ini berupa informasi akuntansi dan informasi yang diberikan 
kepada masyarakat. Informasi yang tepat dan efektif dapat diberikan dengan 
memanfaatkan berbagai sarana komunikasi. Bentuk dan sarana komunikasi yang 
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang dilakukan dua arah 
oleh petugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang dengan mendatangi wajib 
pajak, media cetak dan media elektronik. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran 
Wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Yang termasuk pajak restoran adalah: Rumah 
makan, kafetaria, kantin, cathering. 
2. Pemantauan 
Pemantauan dalam hal ini sudah mendukung pengendalian intern. Hal ini dikarenakan 
Kepala Badan melakukan pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan maupun setiap 
tahun oleh setiap bagian yang bersifat evaluasi kinerja setiap bagian. 
Pemantauan pun dilakukan oleh pihak luar yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan setiap 
3 bulan sekali. Beberapa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dari pajak 
restoran antara lain: 
a. Sosialisasi peraturan tentang pajak restoran baik secara langsung maupun melalui 
penyebaran leaflet dan standing banner di setiap restoran. 
b. Uji potensi pajak restoran, 
c. Pemeriksaan dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, 
d. Pendataan dan penjaringan wajib pajak baru. 
3. Lingkungan Pengendalian 
Unsur pengendalian intern lingkungan pengendalian terdiri dari penegakkan integritas 
dan nilai etika, berkomitmen terhadap kompetensi, mempunyai kepemimpinan yang 
kondusif, penunjukkan wewenang dan delegasi tanggung jawab, penerimaan kebijakan 
terhadap sumber daya manusia. Penegakan integritas dan nilai etika sudah mendukung 
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pengendalian intern. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang tegas bagi pegawai yang 
melanggar. Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak 
Daerah Kota Palembang telah mendukung pengendalian intern.  
Kepemimpian telah mendukung pengendalian intern karena pemimpin selalu 
komunikatif dengan pegawai dibawahnya. Struktur organisasi yang terdapat pada Badan 
Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang telah memberikan kejelasan hubungan dan 
jenjang setiap bagiannya. 
Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang dalam kaitannya dengan 
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM telah mendukung 
pengendalian intern. 
 
4. Penilaian Resiko 
Penilaian resiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko 
yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang adalah survey 
potensi baru sehingga dapat mengurai terjadinya kecurangan wajib pajak untuk menyetor 
pajaknya. 
Sedangkan untuk analisa resiko yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah 
kota Palembang adalah penentuan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap 
pencapaiaan tujuan organisasi. Analisis resiko dalam hal ini berupa dampak adanya 
wajib pajak yang belum terdata, sehingga menyebabkan penerimaan pajak restoran 
fluktulatif. 
 
4.2 Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah 
Kota Palembang 
Dari realisasi penerimaan pajak restoran tersebut berpengaruh dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah kota Palembang yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2017 
 
Tahun Target PAD Realisasi PAD 
2013  Rp. 322,113,406,602   Rp. 357,230,028,259  
2014  Rp. 395,888,500,000   Rp. 463,574,599,151  
2015  Rp. 478,025,367,500   Rp. 479,112,899,223  
2016  Rp. 526,867,498,866   Rp. 536,552,681,049  
2017  Rp. 638,549,551,000   Rp. 680,012,752,910  
 
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 2018  
Berikut ini adalah perhitungan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017 
kota Palembang: 
1. Tahun 2013  
Realisasi =  
                  
                   
              
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang untuk tahun 2013 
adalah Rp. 357.230.028.259, sedangkan target penerimaan pendapatan asli daerah 
adalah sebesar Rp. 322.113.406.602. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan 
pendapatan asli daerah untuk tahun 2013 melebihi dari target yang ditetapkan 
pemerintah daerah yaitu sebesar 110,90%.  
 
2. Tahun 2014 
Realisasi  =  
                  
                   
              
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang untuk tahun 2014 
adalah Rp. 463.574.599.151, sedangkan target penerimaan pendapatan asli daerah 
adalah sebesar Rp. 395.888.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan 
pendapatan asli daerah untuk tahun 2014 melebihi dari target yang ditetapkan 
pemerintah daerah yaitu sebesar 117,10%.  
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3. Tahun 2015 
Realisasi =  
                  
                   
              
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang untuk tahun 2015 
adalah Rp. 479.112.899.223, sedangkan untuk target dari penerimaan pendapatan asli 
daerah adalah sebesar Rp.478.025.367.500. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan 
pendapatan asli daerah untuk tahun 2015 hanya meningkat dari target yang ditetapkan 
pemerintah daerah yaitu sebesar 100,23%.  
 
4. Tahun 2016 
Realisasi =  
                  
                   
              
Untuk Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang untuk tahun 
2017 adalah Rp. 536.552.681.049, sedangkan target penerimaan pendapatan asli daerah 
adalah sebesar Rp.526.867.498.866. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan 
pendapatan asli daerah untuk tahun 2016 melebihi dari target yang ditetapkan 
pemerintah daerah yaitu sebesar 101,84%.  
 
5. Tahun 2017 
Realisasi =  
                  
                   
              
Sedangkan untuk Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang 
untuk tahun 2017 adalah Rp. 680.012.752.910, sedangkan target penerimaan 
pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp.638.549.551.000. Hal ini menunjukkan 
bahwa  penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2017 melebihi dari target yang 
ditetapkan pemerintah daerah yaitu sebesar 106,49%. Adapun realisasi pendapatan asli 
daerah kota Palembang tahun 2013-2017 adalah dibawah ini: 
 
Tabel 4.2 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2017 
 
Tahun Target PAD Realisasi Penerimaan PAD 
Persentase 
(%) 
2013  Rp     322,113,406,602   Rp         357,230,028,259  110.90 
2014  Rp     395,888,500,000   Rp         463,574,599,151  117.10 
2015  Rp     478,025,367,500   Rp         479,112,899,223  100.23 
2016  Rp     526,867,498,866   Rp         536,552,681,049  101.84 
2017  Rp     638,549,551,000   Rp         680,012,752,910  106.49 
    
   Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  
 
Sedangkan, untuk penerimaan pajak restoran dapat dikatakan signifikan dari tahun 
ke tahun karena selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap 
tahunnya.  
 
Tabel 4.3 
Target Pajak Restoran yang Ditetapkan oleh BPPD dan Realisasi 
Pajak Restoran yang Diterima oleh BPPD  
Tahun Anggaran 2013-2017 
 
Tahun 
Target Pajak Restoran 
kota Palembang 
Realisasi yang Diterima 
oleh BPPD  
2013  Rp. 31,500,000,000   Rp. 35,926,603,685  
2014  Rp. 38,000,000,000   Rp. 45,527,716,421  
2015  Rp. 50,000,000,000   Rp. 57,718,132,607  
2016  Rp. 69,727,189,115   Rp. 70,544,503,680  
2017  Rp. 79,000,000,000   Rp. 79,348,336,478  
     
  Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 2018 
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Berikut cara perhitungan pajak restoran dari tahun 2013-2017 kota Palembang: 
1. Tahun 2013 
    Realisasi =  
                 
                  
              
Realisasi penerimaan pajak restoran kota palembang untuk tahun 2013 adalah 
Rp.35.926.603.685, sedangkan untuk target dari penerimaan pajak restoran adalah 
sebesar Rp.31.500.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan pajak restoran di 
kota Palembang untuk tahun 2013 mencapai dari target yang ditetapkan pemerintah 
daerah yaitu sebesar 114,05%.  
 
2. Tahun 2014  
     Realisasi =  
                 
                  
              
Realisasi penerimaan pajak restoran kota palembang untuk tahun 2014 adalah 
Rp.45.527.716.421, sedangkan untuk target dari penerimaan pajak restoran adalah 
sebesar Rp.38.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan pajak restoran di 
kota Palembang untuk tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya dan mencapai dari 
target yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu sebesar 114,05%.  
3. Tahun 2015  
    Realisasi = 
                 
                  
              
Realisasi penerimaan pajak restoran kota palembang untuk tahun 2015 adalah 
Rp.57.718.132.607, sedangkan untuk target dari penerimaan pajak restoran adalah 
sebesar Rp.50.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan pajak restoran di 
kota Palembang untuk tahun 2015 mencapai dari target yang ditetapkan pemerintah 
daerah yaitu sebesar 114,05%. 
 
4. Tahun 2016  
    Realisasi = 
                 
                  
              
Realisasi penerimaan pajak restoran kota palembang untuk tahun 2016 adalah 
Rp.70.544.503.680, sedangkan untuk target dari penerimaan pajak restoran adalah 
sebesar Rp.69.727.189.115. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan pajak restoran di 
kota Palembang untuk tahun 2015 meningkat dan telah mencapai dari target yang 
ditetapkan pemerintah daerah yaitu sebesar 101,17%.  
 
5. Tahun 2017 
     Realisasi = 
                 
                  
              
Realisasi penerimaan pajak restoran kota palembang untuk tahun 2013 adalah 
Rp.79.348.336.478, sedangkan untuk target dari penerimaan pajak restoran adalah 
sebesar Rp.79.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa  penerimaan pajak restoran di 
kota Palembang untuk tahun 2017 mencapai dari target yang ditetapkan pemerintah 
daerah yaitu sebesar 100,44%.  
 
Tabel 4.4 
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2013-2017 
 
Tahun 
Target Pajak 
Restoran kota 
Palembang 
Realisasi yang 
Diterima oleh BPPD 
Persentase 
(%) 
2013  Rp. 31,500,000,000   Rp. 35,926,603,685  114.05 
2014  Rp. 38,000,000,000   Rp. 45,527,716,421  119.81 
2015  Rp. 50,000,000,000   Rp. 57,718,132,607  115.44 
2016  Rp. 69,727,189,115   Rp. 70,544,503,680  101.17 
2017  Rp. 79,000,000,000   Rp. 79,348,336,478  100.44 
                
`  Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 
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Realisasi penerimaan pajak restoran tersebut berpengaruh dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah kota Palembang. Sehingga untuk kontribusi pajak restoran 
terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun anggaran 2013-2017 mengalami 
fluktulatif, baik mengalami peningkatan maupun penurunan. 
Tabel 4.5 
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah kota Palembang 
Tahun Anggaran 2013-2017 
 
Tahun Penerimaan  Penerimaan PAD Kota  
Anggaran Pajak Restoran 
 
2013  Rp. 35,926,603,685   Rp. 357,230,028,259  
2014  Rp. 45,527,716,420   Rp. 463,574,599,151  
2015  Rp. 57,718,132,607   Rp. 479,112,899,223  
2016  Rp. 70,544,503,680   Rp. 536,552,681,049  
2017  Rp. 79,348,336,478   Rp. 680,012,752,910  
Sumber : Data diolah tahun 2018 
 
  Adapun perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah 
kota Palembang periode tahun 2013-2017 adalah: 
 
1. Tahun 2013 
    Kontribusi  = 
                    
                      
             
Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota 
palembang untuk tahun 2013 adalah sebesar 10,05%, hal ini menunjukkan bahwa pada 
tahun 2013 pajak restoran tidak berkontribusi bagi pendapatan asli daerah kota 
Palembang. 
 
2. Tahun 2014 
     Kontribusi = 
                    
                      
            
Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota 
palembang untuk tahun 2014 adalah sebesar 9,82%, mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pajak restoran tidak 
memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah kota Palembang. 
 
3. Tahun 2015  
    Kontribusi = 
                 
                   
             
Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota 
palembang untuk tahun 2015 adalah sebesar 12,04%, mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya. Akan tetapi, Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pajak restoran 
kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah kota Palembang. 
 
4. Tahun 2016  
   Kontribusi = 
                  
                      
             
Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota 
palembang untuk tahun 2016 adalah sebesar 13,14%, Hal ini menunjukkan bahwa pada 
tahun 2016 pajak restoran kurang  berkontribusi bagi pendapatan asli daerah kota 
Palembang. 
 
5. Tahun 2017  
    Kontribusi= 
                 
                      
             
Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kota 
palembang untuk tahun 2017 adalah sebesar 11,62%, mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pajak restoran kurang 
memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah kota Palembang. 
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Tabel 4.6 
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah kota Palembang 
Tahun Anggaran 2013-2017 
 
Tahun Penerimaan  Penerimaan PAD Kota Kontribusi 
Anggaran Pajak Restoran 
 
(%) 
2013  Rp. 35,926,603,685   Rp. 357,230,028,259  10.06 
2014  Rp. 45,527,716,420   Rp. 463,574,599,151  9.82 
2015  Rp. 57,718,132,607   Rp. 479,112,899,223  12.05 
2016  Rp. 70,544,503,680   Rp. 536,552,681,049  13.15 
2017  Rp. 79,348,336,478   Rp. 680,012,752,910  11.67 
            
Sumber : Data diolah tahun 2018 
 
Pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 10,05% sehingga tidak memberikan suatu kontribusi terhadap PAD kota 
Palembang, di Tahun 2014 persentase pajak restoran sebesar 9,82% mengalami 
penurunan dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD kota Palembang, 
sedangkan di Tahun 2015 kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah kota 
Palembang kurang berkontribusi karena persentase hanya 12,04%. Di tahun 2016 
kontribusi pajak restoran kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota 
palembang dengan presentase sebesar 13,14%. Dan ditahun 2017 kontribusi pajak 
restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang sebesar 11,66% dan 
dikategorikan kurang berkontribusi.  
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
     Adapun hasil kesimpulan dari penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang 
adalah: Dari sistem pengendalian intern pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota 
Palembang sudah berjalan dengan baik, adapun hasilnya sebagai berikut kepemimpinan yang 
kondusif, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, melakukan identifikasi yang dilakukan 
oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang terhadap potensi restoran baru sehingga 
jumlah Wajib pajak meningkat, melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas setiap 
transaksi dan kejadian, sosialisasi peraturan tentang pajak restoran baik langsung maupun melalui 
penyebaran leafleat dan standing banner di setiap restoran, melakukan uji potensi pajak restoran, 
melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Wajib pajak yang tidak patuh. Secara 
keseluruhan pajak restoran pada tahun 2013 – 2017 telah memberikan kontribusi yang cukup baik 
terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah 
yang diperoleh. Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar 13,15% dan yang 
terendah di tahun 2014 yaitu sebesar 9,82% dengan presentase rata-rata 11,35%. Dari tingkat 
realisasinya pajak restoran kota Palembang sangat efektif karena secara keseluruhan mencapai 
presentase lebih dari 100%. Dari tingkat realisasi pemungutan pajak restoran tahun 2013 – 2017 
bervariasi, yaitu pada tahun 2017 merupakan realisasi terendah yaitu sebesar 100,49%, sedangkan 
pada tahun 2014 merupakan kategori tingkat realisasi tertinggi yaitu sebesar 119,81%. Apabila 
dimaksimalkan pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di kota 
Palembang. Namun berdasarkan hasil penelitian bisa dikategorikan belum maksimal, karena 
kontribusinya bisa dikategorikan masih kecil dengan rata-ratanya hanya mencapai 11,35%. 
Saran yang dapat dikemukakan penulis kepada pemerintah kota Palembang khususnya 
Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang: Diharapkan agar lebih baik lagi dalam 
melaksanakan pengawasan Wajib pajak (Pengusaha restoran) dalam melakukan penyetoran pajak, 
serta meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak agar 
tidak terjadi kecurangan, Mempertahankan dan meningkatkan persentase pajak restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah melalui usaha-usaha intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak 
restoran, Pemerintah sebaiknya memaksimalkan penerimaan pajak restoran dengan cara melakukan 
pendataan ulang wajib pajak restoran dan menentukan pajak terhutang dari setiap wajib pajak 
dengan jelas. Karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di 
Palembang, Tingkat realisasi dari pajak restoran dapat dikategorikan sudah sangat terealisasi, tetapi 
masih perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan 
pajak terhutang dari setiap wajib pajak guna peningkatan penerimaan pajak daerah. 
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